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Insentif Pajak Dinaikkan

Insentil perpajakan ditingkatkan untuk meringankan heban masvarakat dan dunia usaha.
Kebijakan ini akan dievaluasi apakah hasilnva benar benar (epat Sasaran,

JAKARTA, KOMPAS — Pemenintah
dan DPR telah resmi menge-
sahkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara 2024 alias
kebijakan APBN terakhir Pre-
siden Joko Widodo, Di tengah
dinamika tahun politik, strategi
Mengejar penerimaan negara
akan diterapkan tanpa meng
ganggu dunia usaha dan daya
beli masvarakal, Kucuran in-
sentif perpajakan pun dinaik-
kan dli akhir masa jabatan.

APBEN 2024 yang disahkan
dalam rapat paripurma DPR,
Kamis (21/9/2023), mematok
farget penerimaan perpajakan
Rp 23098 triliun. Nilai itu ter-
dhiri atas penerimaan pajak Rp
19889 triliun serta penerimaan
kepabeanan din cukai Bp 3200
{riliun.

Akibat adanya perubahan
asumsi dasar makro vang di
dorong gejolak harga minvak
dlobal dalam sehulan terakhir,
target penerimaan perpajakan
natk Rp 2 triliun dari usulan
awal pemerintah, Target pene-
rimatan perpajakan untuk tihun
depan itu juga lebih tingg Kp
1909 triliun dibandingkan de

ngan autlook penerimaan tahun
ini, atau tumbiih 9 persen.

Dalam Buku Nota Kewangan
RAPEN 2024, pemerintah me-
nvatakan bahwa upaya menge-
Jar targel pencrimaan perpa-
Jakan akan menghadapt tan-
tangan, khususnya akibat tren
perlambatan ekonomi global
dan volatilitas harga komoditas
utama. Meski demikian, peme-
rintah memilibh tetap berhati-
hati dalam mengejar targel se-
toran pajak.

Menteri Keuangan Sri Mul
vani mengatakan, strategi op-
timalisasi untuk mencapai tar
get penerimaan tahun depan
akan dilakukan dengan tetap
menjaga keberlanjutan dunia
usaha, daya beli muasyarakat,
dan aspek keadilan

"Rasio perpajakan akan terus
ditingkatkan  dengan  tetap
menjaga iklim  investasi di
tengah gejolak ckonomi global
dan Muktuasi harg komoditas.”
katanya dalam rapal paripurna
pengesahan RAPBN 2024 db
Kompleks Parlemen, Senavan,
Jakarta,

seiring dengan hal itu, mesk

kerap dikritik karena berpoten-
st mengurangl pendapatan ne-
gara, belanja perpajakan alias
insentif perpajakan akan diting-
katkan untuk meringankan be-
ban masvarakat dan dunia usa-
ha. Dalam APBN 2024, peme
rintah menctapkan nilai belanja
perpajakan sebesar Rp 374 5tn-
liun. Angka tersehut menjadi
yang tertingg dalam lima tahun
terakhir

Sehagai perbandingan. nilai
insentil perpajakan terus me-
mingkat dari tahun ke tahun,
Pada tahun 2023, nilai belanja
perpajakan adalah Rp 3528 tri-
liun, naik dari Rp 3235 triliun
pacla tahun 2022, Bp 310 triliun
pacla tahun 2021, Rp 24,5 tri-
liun pada 2020, dan Bp 2063
triliun pada 2019, Kenaikan ler-
besar terjadi saat periode pan-
demi Covid-19.

Terus bertambah

Menurut St Mulyani, nilai
belanja perpajakan akan lerus
bertambah seiring dengan arah
pertumbuban ckonomi tahun
2024, Insentif perpajakan me-
rupakan  bentuk  penggunaan

instrumen pajak untuk meme-
nuhi aspek keadilan,

“Belanja perpajakan ini yang
menikmati mayoritas adalah
masyarakat banyak. Ini untuk
mendukung kesejahteraan dan
mendorong pertumbuhan cko-
nomi,” katanya.

Nilai belanja perpajakan ter-
besar diarahkan untuk pening-
katan kesejahtersan masyara-
kat, vaitu Rp 1848 triliun atay
mencakup 50 persen. Sisanya,
untuk  pengembangan  usaha
mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) sehesar Rp 795 tri
liun (212 persen), dukungan
hagi dunia bisnis Rp 498 triliun
(132 persen), dan untuk pe-
ningkatan iklim investasi Rp
604 triliun (16,1 persen),

Sektor usaha vang menurul
rencana paling banyak menda-
pat insentif perpajakan adalah
industri pengolahan, yakni Rp
88,0 triliun, disusul scktor per-
tanian, kehutanan dan perikan-
an sehesar Rp 50.3 triliun, serta
jasa keuangan dan asuransi se-
besar Rp 489 triliun, Porsi alo-
kasi prioritas it tidak berubah
selama lima tahun terakhir.

Menurut Kepala Badan Ke-
hijakan Fiskal Kementerian Ke-
uangan Febrio Kacaribu, sctiap
tahun, pemerintah - merekam
realisast belanja perpajakan de-
ngan detail untuk mengevaluasi
kebyjakan itu secara terukur
“Kita cek apakah kebijakan ini
sudah benar-benar sesuai tu-

Juan, vakni transformasi cko-

nomi dan kesejahteraan ma-
syarakal,” katanya

Namun, peneliti pajak dari
Center for Indonesia Taxation
Analysis Fajry Akbar menilai
msentif perpajakan  idealnya
pelan-pelan dikurangl. Jika pe-
merintah ingin- meringankan
beban - masyarakat berpenda-
patan rendah, hal itu bisa di-
lakukan lewat bantuan lang-
sung vang lebih tepal sasiaran
tanpa harus merugikan pene-
MG negara,

“Tetapi, balik lagi, sckarang
tahun politik, sehentar lagi pe-
milu. Terlalu riskan kalau pe-
merintah haris mengeluarkan
kebijakan yang merevisi insen-
Gl pajak. Ini perlu komitmen
dart  presiden  selanjutnya,”
ucap Fajry. (AGE)
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